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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat 

disimpulkan bahwa Perkembangan Danau Limboto mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun, adanya proses geologi dan campur tangan manusia merupakan penyebabnya. 

Dalam hal ini pengawasan dari pemerintah sangat di butuhkan untuk mengurangi 

kerusakan yang lebih parah terhadap kelestarian danau limboto. Pengawasan merupakan 

upaya dalam menekan ataupun menghindari dari suatu penyelewengan  terhadap tujuan 

yang telah ditetapkan, Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gorontalo dan bekerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah yang 

terkait. 

1. bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gorontalo dan yang dibantu oleh beberapa instasi Pemerintahan Daerah adalah 

sebagai berikut :  

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan 

perencanaan tentang pengelolaan Danau Limboto. 

b) Dalam proses pengawasannya Badan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Gorontalo melakukan kerjasama dengan kelompok kerja 

pengelolaan Danau Limboto ataupun satuan tugas Danau Limboto. 

c) Badan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi kerja terhadap 

kegiatan pengelolaan Danau Limboto. 
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d) Pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo 

Terhadap Penangkapan Ikan. 

e) Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo terhadap pengelolaan 

Danau Limboto. 

f) Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengelolaan Danau Limboto. 

2. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Terhadap Pengelolaan Danau Limboto  

Proses pengawasan pastilah tidak mudah untuk melakukannya, 

pengawasan suatu instansi terhadap objek yang diawasi memiliki faktor-faktor 

yang dapat menghambat instansi tersebut dalam menjalankan fungsi 

pengawasannya. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengawasan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap pengelolaan Danau Limboto 

yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Gorontalo yakni sebagai berikut : 

a) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam instansi tersebut, 

dalam hal ini adalah badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Gorontalo. Faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut : 

1) Anggaran 

2) Adanya konflik dari masyarakat 
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b) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar instansi atau badan, 

dalam hal ini masyarakat. Adapun faktor dari masyarakat yakni akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Pengetahuan Hukum 

2) Kesadaran Hukum 

3. Saran 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo harus lebih memperbaiki sistem 

pengawasannya, dengan membuat suatu standar operasinal prosedur terhadap 

mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan Danau Limboto. 

Hal ini bertujuan agar supaya pengawasannya itu terarah dengan baik dan 

mempermudah Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi 

pengawasannya. 

2. Pemerintah Daerah harus lebih banyak membuat sosialiasi kepada 

masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merusak ekosistem Danau 

Limboto, dan tentunya pemerintah harus lebih mendorong pemasukkan ke 

kas daerah agar pengucuran anggaran kepada instansi ataupun Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah lebih optimal dalam menunjang kegiatan 

pengawasan pengelolaan Danau Limboto, mengingat Danau Limboto 

merupakan kawasan Nasional yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai aset 

perikanan, pendidikan, penelitian dan objek wisata. 
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